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Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan elemen penting dalam 

rezim Hak Kekayaan Intelektual karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, 

keadilan, serta persaingan usaha yang sehat. Merek tidak hanya berfungsi sebagai 

tanda pembeda, tetapi juga merepresentasikan reputasi, kualitas, dan nilai ekonomi 

suatu usaha, khususnya dalam sektor jasa kuliner. Artikel ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan merek dagang di Indonesia, 

bentuk perlindungan hukum bagi pemilik pertama merek dagang, serta pertimbangan 

hukum Mahkamah Agung dalam memutus sengketa merek dagang pada Putusan 

Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait Warung Makan Ibu Gambreng. Penelitian 

ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip first to file yang 

bersifat konstitutif, namun penerapannya tidak bersifat mutlak karena tetap 

mensyaratkan adanya itikad baik dalam pendaftaran merek. Mahkamah Agung dalam 

putusannya menegaskan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad 

tidak baik dan membonceng reputasi pihak lain bertentangan dengan tujuan 

perlindungan hukum merek. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik 

pertama merek tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menitikberatkan pada 

keadilan substantif guna mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek Dagang; Pemilik Pertama; Itikad Tidak 

Baik. 
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PENDAHULUAN 

 Perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring dengan 

pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 

Dalam dinamika tersebut, merek dagang memiliki peran strategis sebagai identitas usaha yang membedakan suatu produk 

atau jasa dari produk atau jasa sejenis. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, tetapi juga sebagai 

representasi kualitas, reputasi, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum 

terhadap merek dagang menjadi kebutuhan mendasar dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. 

 

 Dalam sistem hukum Indonesia, merek dikualifikasikan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi 

oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini 

menegaskan bahwa hak atas merek bersifat eksklusif dan diberikan kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya 

secara sah. Pendaftaran merek menjadi instrumen utama untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, 

sekaligus sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, pendaftaran merek tidak 

dapat dipandang semata-mata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. 
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Prinsip first to file yang dianut dalam hukum merek Indonesia memberikan kepastian hukum karena negara hanya mengakui 

pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran sebagai pemegang hak merek. Prinsip ini dipilih untuk 

menghindari ketidakpastian hukum yang dapat timbul apabila perlindungan diberikan berdasarkan penggunaan pertama. 

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip first to file sering kali menimbulkan persoalan ketika pendaftaran 

merek dilakukan dengan itikad tidak baik, seperti meniru atau membonceng reputasi merek pihak lain yang telah lebih dahulu 

dikenal oleh masyarakat. 

 

Fenomena pendaftaran merek dengan itikad tidak baik kerap terjadi dalam sektor usaha kuliner, khususnya pada usaha yang 

telah memiliki reputasi lokal namun belum melakukan pendaftaran merek. Kondisi ini membuka peluang bagi pihak lain 

untuk mendaftarkan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga berpotensi merugikan pelaku usaha 

yang telah lebih dahulu menggunakan dan mempopulerkan merek tersebut. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, kondisi 

ini juga dapat melemahkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem hukum yang berlaku. 

 

Di sisi lain, lemahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM turut memperparah persoalan perlindungan merek. Banyak 

pelaku usaha yang belum memahami bahwa merek merupakan aset hukum yang harus dilindungi sejak dini melalui 

pendaftaran. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, pelaku UMKM sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan 

secara hukum. Oleh karena itu, peran negara tidak hanya terbatas pada penyediaan instrumen hukum, tetapi juga mencakup 

upaya edukasi dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 mengenai sengketa merek Warung Makan Ibu Gambreng 

menjadi contoh konkret bagaimana peradilan berperan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam perkara 

ini, Mahkamah Agung tidak hanya menilai aspek formal pendaftaran merek, tetapi juga mempertimbangkan konteks 

hubungan para pihak serta reputasi merek yang telah lebih dahulu dikenal. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip 

itikad baik memiliki kedudukan sentral dalam sistem perlindungan merek di Indonesia. 

Putusan ini memiliki implikasi yang luas bagi praktik perlindungan merek, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor kuliner. 

Mahkamah Agung melalui putusan tersebut memberikan pesan normatif bahwa sistem pendaftaran merek tidak boleh 

dijadikan alat untuk melegitimasi praktik persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, hukum merek harus dipahami 

sebagai instrumen yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menegakkan keadilan dan kepatutan dalam 

kegiatan usaha. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hukum terhadap pemilik pertama 

merek dagang dalam sengketa merek, dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara prinsip first 

to file dan itikad baik dalam praktik peradilan, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan 

hukum merek di Indonesia. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian 

norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Metode ini dipilih karena fokus 

penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum merek dagang dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa 

merek, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Dengan pendekatan ini, hukum 

dipahami sebagai kaidah normatif yang mengatur perilaku subjek hukum dan menjadi dasar penyelesaian sengketa. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur 

perlindungan merek dagang di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 guna memahami penerapan norma hukum merek serta pertimbangan 

hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa merek dagang. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan 

pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya tulis 

akademik yang membahas hukum merek dan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus 

hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum. 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang 

relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan 

metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisis 

kesesuaiannya dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji. Hasil analisis tersebut digunakan untuk 

menarik kesimpulan secara deduktif mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik pertama merek dagang serta 

implikasinya terhadap praktik penegakan hukum merek di Indonesia, baik dari aspek normatif maupun penerapannya dalam 

putusan pengadilan. 

 

 

PEMBAHASAN 

Perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia berlandaskan pada pengakuan negara terhadap merek sebagai 

bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi strategis dalam kegiatan perdagangan. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar hukum utama yang mengatur 

mengenai pendaftaran, penggunaan, serta perlindungan merek. Melalui undang-undang ini, negara berupaya menciptakan 

kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan konsumen dari potensi penyesatan akibat 

penggunaan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya. 

 

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip first to file, yaitu prinsip yang memberikan hak eksklusif kepada 

pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dan memperoleh sertifikat merek. Prinsip ini 

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang objektif melalui mekanisme administratif yang terstruktur. Dengan 

adanya pendaftaran, negara memiliki catatan resmi mengenai kepemilikan merek yang dapat dijadikan alat pembuktian 

apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Namun demikian, penerapan prinsip first to file tidak terlepas dari kritik, terutama 

ketika prinsip tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik. 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak menerapkan prinsip first to file secara absolut. Undang-undang ini 

memberikan ruang koreksi melalui pengaturan mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Permohonan 

pendaftaran merek dapat ditolak atau dibatalkan apabila terbukti diajukan dengan itikad tidak baik, yaitu keadaan di mana 

pemohon mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya merek pihak lain yang telah lebih dahulu digunakan dan dikenal, 

kemudian tetap mendaftarkan merek yang sama atau memiliki persamaan untuk memperoleh keuntungan secara tidak 

wajar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, 

tetapi juga pada nilai keadilan substantif. 

 

Dalam konteks perlindungan hukum pemilik pertama merek dagang, pendaftaran merek memberikan hak eksklusif yang 

dilindungi oleh negara. Hak tersebut mencakup hak untuk menggunakan merek dalam kegiatan usaha serta hak untuk 

melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dalam kelas barang atau jasa 

yang sejenis. Perlindungan hukum ini bersifat preventif melalui mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan merek oleh 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta bersifat represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. 

 

Bagi pelaku usaha UMKM, khususnya di sektor jasa kuliner, perlindungan hukum terhadap merek memiliki arti yang sangat 

penting. Merek sering kali menjadi identitas utama yang melekat pada usaha dan menjadi sarana untuk membangun 

kepercayaan konsumen. Kehilangan merek akibat pendaftaran oleh pihak lain yang beritikad tidak baik dapat berdampak 

langsung pada keberlangsungan usaha, reputasi, serta kondisi ekonomi pelaku UMKM. Oleh karena itu, hukum merek 

harus mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi pemilik merek yang beritikad baik. Sengketa merek dagang 

Warung Makan Ibu Gambreng merupakan contoh nyata bagaimana konflik kepentingan dapat muncul dalam penerapan 

prinsip first to file. Dalam perkara ini, pihak tergugat mendaftarkan merek yang memiliki unsur dominan yang sama dengan 

merek penggugat, yaitu kata “Gambreng”, yang telah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat. Sengketa tersebut kemudian 

diperiksa hingga tingkat Mahkamah Agung dan diputus melalui Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. 
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Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang disengketakan. 

Penilaian persamaan pada pokoknya tidak hanya didasarkan pada kesamaan visual, tetapi juga kesamaan fonetik dan 

konseptual yang dapat menimbulkan kesan yang sama di benak konsumen. Mengingat kedua merek digunakan dalam kelas 

jasa yang sama, yaitu jasa penyediaan makanan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggunaan merek tersebut berpotensi 

menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. 

 

Selain menilai adanya persamaan pada pokoknya, Mahkamah Agung juga menitikberatkan pada unsur itikad tidak baik dalam 

pendaftaran merek oleh tergugat. Fakta bahwa para pihak memiliki hubungan kerja sama sebelumnya menjadi pertimbangan 

penting bagi hakim dalam menilai adanya pengetahuan tergugat terhadap reputasi merek penggugat. Pendaftaran merek yang 

dilakukan setelah hubungan kerja sama tersebut dinilai sebagai upaya membonceng reputasi dan mengambil keuntungan 

secara tidak wajar dari merek yang telah lebih dahulu dikenal. 

 

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek tidak dapat dilepaskan 

dari konteks sosial dan hubungan para pihak. Hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal pendaftaran, tetapi juga 

menggali fakta-fakta yang menunjukkan adanya penyalahgunaan sistem pendaftaran merek. Pendekatan ini mencerminkan 

penerapan prinsip keadilan substantif dalam hukum merek, di mana perlindungan diberikan kepada pihak yang beritikad baik. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 memiliki implikasi penting bagi perkembangan hukum merek 

di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa sistem perlindungan merek tidak dapat diterapkan secara formalistik semata, 

melainkan harus mempertimbangkan prinsip itikad baik dan keadilan substantif. 

 

Dalam konteks persamaan pada pokoknya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penilaian tidak hanya didasarkan pada 

kemiripan visual semata, tetapi juga mencakup aspek fonetik dan konseptual. Hal ini penting karena dalam praktik 

perdagangan, konsumen tidak selalu melakukan perbandingan merek secara detail, melainkan berdasarkan ingatan dan 

persepsi secara umum. Oleh karena itu, apabila suatu merek memiliki kesamaan bunyi dan makna dengan merek lain yang 

telah dikenal sebelumnya, potensi kebingungan konsumen menjadi sangat besar. 

 

Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya menilai hubungan hukum dan fakta sosial antara para pihak dalam sengketa 

merek. Dalam perkara Warung Makan Ibu Gambreng, adanya hubungan kerja sama sebelumnya menjadi indikator kuat bahwa 

pihak yang mendaftarkan merek belakangan memiliki pengetahuan mengenai keberadaan dan reputasi merek penggugat. 

Fakta ini digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. 

 

Penilaian terhadap itikad tidak baik ini menunjukkan bahwa hukum merek Indonesia memberikan ruang bagi hakim untuk 

melakukan penafsiran yang progresif. Hakim tidak terikat secara kaku pada bukti formal pendaftaran, tetapi dapat menggali 

fakta-fakta yang mencerminkan niat dan tujuan sebenarnya dari pendaftaran merek. Pendekatan ini penting untuk mencegah 

praktik pembajakan merek (trademark squatting) yang merugikan pelaku usaha yang beritikad baik. 

 

Dari perspektif perlindungan UMKM, putusan ini memberikan jaminan bahwa pelaku usaha kecil tidak sepenuhnya berada 

pada posisi lemah dalam sistem hukum merek. Meskipun sering kali UMKM terlambat melakukan pendaftaran merek karena 

keterbatasan pengetahuan dan sumber daya, pengadilan tetap dapat memberikan perlindungan apabila terbukti bahwa UMKM 

tersebut adalah pihak yang beritikad baik dan telah lebih dahulu membangun reputasi mereknya. 

 

Implikasi lainnya adalah penguatan fungsi pengadilan sebagai penjaga keadilan substantif dalam sengketa Hak Kekayaan 

Intelektual. Dengan putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tujuan utama hukum merek bukan hanya memberikan 

kepastian administratif, tetapi juga menjaga kejujuran dan kepatutan dalam persaingan usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip 

persaingan usaha sehat yang menjadi salah satu tujuan utama perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 

 

Selain itu, putusan ini dapat dijadikan rujukan penting bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan 

pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek. Meskipun DJKI memiliki keterbatasan dalam menilai aspek itikad 

tidak baik, putusan ini dapat menjadi dasar penguatan kebijakan dan pedoman pemeriksaan agar lebih sensitif terhadap potensi 

persamaan pada pokoknya dan indikasi pemboncengan reputasi. 
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Secara akademik, putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 memperkaya diskursus hukum merek di 

Indonesia, khususnya mengenai hubungan antara prinsip first to file dan itikad baik. Putusan ini menunjukkan bahwa kedua 

prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil. 

Dengan demikian, hukum merek tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana 

penegakan nilai keadilan dan etika bisnis. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara ini 

mencerminkan penerapan hukum merek yang berorientasi pada keadilan substantif. Putusan ini menegaskan bahwa 

perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak yang beritikad baik dan menolak segala bentuk penyalahgunaan sistem 

pendaftaran merek. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 layak dijadikan 

yurisprudensi penting dalam penyelesaian sengketa merek di masa yang akan datang. 

 

Lebih lanjut, putusan ini memperlihatkan adanya pergeseran pendekatan dalam penegakan hukum merek di Indonesia, dari 

pendekatan yang semata-mata administratif menuju pendekatan yang lebih substansial dan berorientasi pada keadilan. 

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung menempatkan prinsip itikad baik sebagai elemen sentral yang harus dinilai secara 

komprehensif, tidak hanya berdasarkan waktu pendaftaran, tetapi juga berdasarkan fakta penggunaan merek, reputasi yang 

telah dibangun, serta hubungan hukum antara para pihak. 

 

Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan merek sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan pelaku 

usaha dan konsumen. Apabila sistem pendaftaran merek diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan itikad baik, maka 

tujuan hukum merek untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat justru dapat terdistorsi. Oleh karena itu, putusan ini 

memberikan koreksi penting terhadap potensi penyalahgunaan prinsip first to file yang dapat merugikan pelaku usaha yang 

beritikad baik. 

 

Dalam perspektif teoritis, pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini mencerminkan penerapan teori perlindungan 

hukum yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memang diperlukan agar 

pelaku usaha memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun, kepastian hukum tanpa keadilan 

berpotensi melahirkan ketidakadilan baru, khususnya bagi pihak-pihak yang secara ekonomi dan struktural berada pada 

posisi lemah, seperti UMKM. 

 

Putusan ini juga mempertegas peran peradilan sebagai penjaga nilai-nilai etika bisnis dalam praktik perdagangan. Dengan 

membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, Mahkamah Agung memberikan pesan bahwa 

hukum merek tidak dapat dipisahkan dari nilai kejujuran, kepatutan, dan itikad baik. Hal ini penting untuk menjaga integritas 

sistem Hak Kekayaan Intelektual secara keseluruhan. 

 

Selain itu, implikasi putusan ini juga dirasakan pada tataran kebijakan administrasi pendaftaran merek. Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual sebagai lembaga yang berwenang dalam pendaftaran merek perlu menjadikan putusan ini sebagai 

bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan substantif. Meskipun pemeriksaan itikad tidak baik tidak selalu 

mudah dilakukan pada tahap administratif, putusan ini menunjukkan pentingnya kepekaan terhadap indikasi persamaan 

pada pokoknya dan potensi pemboncengan reputasi. 

 

Dari sudut pandang praktis, putusan ini memberikan pembelajaran penting bagi pelaku usaha untuk lebih proaktif dalam 

melindungi mereknya melalui pendaftaran sejak dini. Namun demikian, putusan ini juga memberikan jaminan bahwa 

keterlambatan pendaftaran tidak serta-merta menghilangkan perlindungan hukum apabila pelaku usaha tersebut dapat 

membuktikan adanya itikad baik dan penggunaan merek secara nyata. Dengan demikian, hukum merek memberikan ruang 

keadilan bagi pelaku usaha yang beritikad baik. 

 

Secara keseluruhan, tambahan analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik pertama merek 

dagang tidak hanya bergantung pada aspek formal pendaftaran, tetapi juga pada penilaian substansial terhadap itikad baik 

dan keadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menjadi tonggak penting dalam memperkuat 

arah penegakan hukum merek yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada perlindungan pelaku usaha yang beritikad 

baik. 
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KESIMPULAN 

Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan bagian integral dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan 

untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pelaku usaha. Dalam konteks hukum merek di Indonesia, 

perlindungan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

yang menganut sistem pendaftaran konstitutif dengan prinsip first to file. Prinsip ini memberikan hak eksklusif kepada pihak 

yang pertama kali mendaftarkan mereknya, sehingga pendaftaran menjadi instrumen utama untuk memperoleh pengakuan 

dan perlindungan hukum dari negara. 

 

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip first to file tidak bersifat mutlak. Undang-

Undang Merek membuka ruang koreksi melalui pengujian itikad baik dalam pendaftaran merek. Pendaftaran merek yang 

dilakukan dengan itikad tidak baik, seperti meniru atau membonceng reputasi merek pihak lain yang telah lebih dahulu 

dikenal, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan. Hal ini menegaskan bahwa 

perlindungan hukum merek di Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan 

keadilan substantif. 

 

Perlindungan hukum terhadap pemilik pertama merek dagang pada dasarnya mencakup dua dimensi, yaitu perlindungan 

preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan 

merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian 

sengketa di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Kedua mekanisme tersebut saling melengkapi dalam memberikan 

perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemilik merek yang beritikad baik. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dalam sengketa merek Warung Makan Ibu Gambreng 

menunjukkan peran penting peradilan dalam menegakkan keadilan substantif di bidang hukum merek. Mahkamah Agung 

tidak hanya menilai aspek formal pendaftaran merek, tetapi juga menggali fakta-fakta yang menunjukkan adanya persamaan 

pada pokoknya serta itikad tidak baik dari pihak yang mendaftarkan merek belakangan. Dengan mempertimbangkan konteks 

hubungan para pihak dan reputasi merek yang telah lebih dahulu dikenal, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perlindungan 

hukum harus diberikan kepada pihak yang beritikad baik. 

 

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan merek dagang di Indonesia pada 

dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada 

konsistensi penerapan prinsip itikad baik serta peran aktif peradilan dalam mengoreksi potensi penyalahgunaan sistem 

pendaftaran merek. Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dapat dijadikan rujukan penting dalam 

penyelesaian sengketa merek di masa mendatang, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pemilik 

pertama merek dagang dan mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat.  

 

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa putusan pengadilan yang progresif sangat diperlukan untuk menutup celah 

kelemahan dalam sistem administrasi pendaftaran merek. Peran hakim menjadi krusial dalam mengoreksi pendaftaran merek 

yang secara formal sah, tetapi secara substantif bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kepatutan. Oleh karena itu, sinergi 

antara sistem pendaftaran merek dan penegakan hukum melalui peradilan harus terus diperkuat agar perlindungan hukum 

merek di Indonesia tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan keadilan dan perlindungan 

yang efektif bagi seluruh pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM. 
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